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ABSTRAK

Perusahaan pembangunan perumahan atau disebut juga sebagai
pengembang dapat mengalami kepailitan, dan seringkali saat pengembang
mengalami kepailitan, masih terdapat hubungan hukum dengan pembeli rumah
yaitu berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Atas hal tersebut
menyebabkan perlu diketahuinya status hukum rumah sebagai objek PPJB apakah
menjadi harta pailit atau tidak. Maka dari itu, Penulis dalam penelitian ini tertarik
membahas mengenai perlindungan hukum pembeli rumah sehubungan dengan
status hukum rumah yang merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli yang
pengembangnya dinyatakan pailit berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan
bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas
perlindungan hukum pembeli rumah sehubungan status hukum rumah yang
merupakan objek perjanjian pengikatan jual beli rumah yang pengembangnya
dinyatakan pailit. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif
berupa penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah
melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan SEMA 4 Tahun 2016 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada intinya
menyatakan bahwa ketika pihak pembeli telah melunasi objek PPJB dan sudah
melakukannya dengan itikad baik, maka telah terjadi peralihan objek PPJB yang
merupakan perwujudan bentuk perlindungan hukum pembeli rumah yang
pengembangnya dinyatakan pailit. Selain itu diketahui juga bahwa dalam
pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berfokus pada asas kemanfaatan dan
keadilan hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah;
Kepailitan



ABSTRACT

Housing development companies, also known as developers, can face
bankruptcy. Often, when a developer goes bankrupt, a legal relationship persists
with the home buyer, based on a Sale and Purchase Agreement. It is crucial to
ascertain the legal status of the house as a PPJB object, determining whether it is
considered a bankruptcy asset. Therefore, this research aims to discuss the legal
protection of home buyers concerning the legal status of the house, the subject of a
binding sale and purchase agreement, when the developer is declared bankrupt
under Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt
Payment Obligations. The study explores how the law is implemented and the legal
considerations of the Panel of Judges regarding the protection of home buyers in
such situations. This research adopts a qualitative method, specifically normative
research with a statutory approach. The findings reveal that the Supreme Court has
introduced a legal breakthrough through SEMA 4 of 2016, which addresses the
Implementation of the Formulation of the Results of the 2016 Supreme Court
Chamber Plenary Meeting as Guidelines for the Implementation of Duties for the
Court. This formulation essentially asserts that if the buyer has paid off the PPJB
object in good faith, there is a legal transfer of the PPJB object, providing
protection for home buyers when the developer is declared bankrupt. Furthermore,
the research indicates that the Panel of Judges, in their legal considerations,
prioritizes the principles of legal benefit and justice.

Keywords: Legal protection; The Sales and Purchase Agreement of House;
Bankruptcy
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